BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

g PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN,PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
- DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati
Mukomuko Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penganggaran,
Penatausahaan serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu

disesuaikan;

Pelaksanaan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dengan huruf
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati
Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

Mukomuko Nomor 20

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan
Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3298);

(Lembaran Negara
1985 Nomor 44,

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);



10.

11

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten
Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4266);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4967);



. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45795);

. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005

tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

16.

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

[
o

19.

20.

21.

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

cratiiran Precidenn Naomor 84 Tahiin 2010 tent
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapakali, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar  Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pemberian Bantuan Hibah dan
bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapakali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012);



22. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor
39 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011
Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 20
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN,PELAKSANAAN,PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 20 Tahun
2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Angka 22 pada Pasal 1 BAB I KETENTUAN UMUM dihapus
sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2

3.
4.

10.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mukomuko.

Bupati adalah Bupati Mukomuko.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
atau sebutan lain adalah DPRD Kabupaten Mukomuko.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala
daerah yang karena jabatannya ~-mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan pengelolaan APBD.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

L.

18.

19.

20.

21.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/barang.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan
dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan
serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
daerah, PPKDdan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-
PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro
keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat
DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran
badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara
Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan
belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
pengguna anggaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah
daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,
perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,
yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah
daerah.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung
oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai
dampak krisis sosial, krisis ekonomi, Kkrisis politik, fenomena
alamdan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan
sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi
wajar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah
naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima
hibah.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta
dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat
nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan;



2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15
secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Belanja Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja
tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja
berkenaan pada PPKD.

(2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemerintah,
b. Pemerintah daerah lainnya,
c. Perusahaan daerah,
d. Masyarakat, dan
e. Organisasi kemasyarakatan.

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2), dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke
dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang
atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa
yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD dan
dituangkan dalam Penjabaran APBD, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
15A yang secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 A

(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD.

(2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD.

4. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25 ayat (1) secara
keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan belanja hibah

berupa uang dan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, disampaikan oleh

penerima belanja hibah kepada Bupati paling lambat tanggal 10

bulan berikutnya atau paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan

selesai melalui :

a. Kepala Bagian Keuangan Selaku PPKD untuk hibah dan berupa
uang,

b. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran Hibah untuk hibah
berupa barang dan/atau jasa.



5. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah dan diantara Pasal 28 ayat (1) dan
ayat (2) ditambah 1 ayat, yakni ayat (la), sehingga Pasal 28 secara
keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Realisasi hibah barang dan jasa dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

(1a) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau
jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima
hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan
sebagai persediaan dalam neraca.

6. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30
A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

(1). Bantuan sosial berupa uang kepada individu
dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf
a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga
yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.

(2). Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga
yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada
saat penyusunan APBD.

(3). Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk
kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada
saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya
akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu
dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(4). Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi
pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

1. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) , ayat (2) , ayat (3) diubah, sehingga Pasal
43 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja
tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan
sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.

(2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



a. individu dan/atau keluarga,
b. masyarakat, dan
c. lembaga non pemerintahan.

(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok
belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan
kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa,
obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja
bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada SKPD.

2. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
43A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43A

(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.

(2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD.

3. Ketentuan Pasal 45 diubah dan ditambah 4 (empat) ayat yaitu ayat (6),
ayat (7), ayat (8), ayat (9), sehingga Pasal 45 secara keseluruhan
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial
dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah
tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(2) Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa wuang mengajukan
permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati
melalui Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD, dengan dilengkapi
persyaratan administrasi, meliputi:

a. Belanja Bantuan Sosial untuk individu, terdiri dari:

1. surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial,

2. salinan/fotocopy KTP atas nama Penerima Belanja Bantuan
Sosial,

3. salinan/fotocopy rekening Bank yang masih aktif atas
Penerima Belanja Bantuan Sosial (bantuan sosial diatas Rp.
5.000.000,00),

4. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kuitansi
bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama
lengkap Penerima Belanja Bantuan Sosial,

S. surat pernyataan tanggungjawab.

b. Belanja Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri dari:

1. surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial;

2. salinan/fotocopy KTP atas nama kepala keluarga Penerima
Belanja Bantuan Sosial,

3. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama
kepala keluarga Penerima Belanja Bantuan Sosial (bantuan
sosial diatas Rp.5.000.000,00),

4. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kuitansi



bermaterai cukup, ditandatangani dandicantumkan nama
lengkap kepala keluarga Penerima Belanja Bantuan Sosial,

S. Surat pernyataan tanggungjawab.

c. Belanja Bantuan Sosial untuk masyarakat dan/atau lembaga
non pemerintah, terdiri dari:

1. surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial,
dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Bantuan
Sosial,

2. salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan pengurus
lembaga /organisasi Penerima Belanja Bantuan Sosial;

3. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktifitas nama
lembaga/organisasi,

4. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kuitansi
bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap
lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap
ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi atau sebutan
lain,

S. Surat pernyataan tanggungjawab.

(3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada
daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial
kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A.

(4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30A didasarkan pada permintaan tertulis dari
individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat
keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat
persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

(5) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan (4) dinyatakan lengkap maka PPK PPKD
menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani
Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD.

(6) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum
Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D).

(7) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara
pembayaran langsung (LS).

(8) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan
RpS5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan
melalui mekanisme tambah uang (TU).

(9) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilengkapi dengan kuitansi
bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Ketentuan Pasal 49 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (7),
ayat (8), ayat (9), sehingga secara keseluruhan Pasal 49 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal
dan materiil atas penggunaan Belanja Bantuan Sosial yang
diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Laporan penggunaan,



b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa
Belanja Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai
dengan proposal yang telah disetujui,

c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan bagiPenerima Belanja Bantuan
Sosial berupa uang,

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian belanja bantuan
sosial berupa uang,

e. Salinan Berita Acara Serah Terima barang bagi Penerima Belanja
Bantuan Sosial berupa barang.

Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab atas kebenaran
dan keabsahan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Penerima Belanja Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan, wajib
menyimpan laporan penggunaan Belanja Bantuan  Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dan d.

Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah
terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian belanja

bantuan sosial meliputi:

a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima belanja bantuan
sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada
Bupati,

b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima
bantuan social,

c. surat pernyataan tanggung jawab dari penerima belanja bantuan
sosial yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial yang
diterima akan digunakan sesuai dengan usulan,

d. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian
belanja bantuan sosial berupa uang,

e. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan
bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai
dengan usulan, dan

f. Berita Acara Serah Terima barang atas pemberian belanja
bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf b dan huruf e dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.

Penerima Bantuan Sosial berupa uang, menyampaikan laporan
penggunaan dana kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan
tembusan SKPD terkait.

Penerima Bantuan Sosial berupa barang, menyampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial kepada Kepala Daerah melalui Kepala
SKPD terkait.

Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
S51A yang berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 51A

PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan



tangga 15 Januari tahun anggaran berikutnya.

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat(l) memuat nama
penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima
oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

12. Ketentuan Pasal 52 diubah dan diantara Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2)
ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (la), sehingga Pasal 52 secara
keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 52

Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan
pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan dan
dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada
laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas
laporan  keuangan dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah.

(la) Format konversi dan pengungkapan bantuan social berupa barang

(2)

dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada
penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran
berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada t al 31 Desember 2013

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 31 Desember 2013
SEKRETARIS DARRAH KABUPATEN MUKOMUKO

SYAFKANI, SP

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19591124 198003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2013 NOMOR ..34...



LAMPIRANII : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR : 373

FORMATKONVERSIDANPENGUNGKAPANHIBAHBERUPABARANGDAN /ATAUJASASERT
ABANTUANSOSIALBERUPABARANG

I.LFORMATLAPORANREALISASIANGGARANSKPD:
PEMERINTAHKABUPATEN MUKOMUKO

LAPORANREALISASIANGGARAN
UNTUKTAHUNYANGBERAKHIRSAMPAIDENGAN31DESEMBER....

(DalamRupiah)
Anggaran .
Nomor Uraian Setelah | Realisasi (Klfrba‘;‘g)
Perubahan
1 Pendapatan
1.1 PendapatanAsliDaerah
1.1.1 Pendapatanpajakdaerah?)
1.1.2 Pendapatanretribusidaerah
1.1.4 Lain-lainPendapatanAsli
DaerahyangSah
Jumlah
2 Belanja
2.1 BelanjaTidakLangsung
2.1:1 BelanjaPegawai
2.2 BelanjaLangsung
2.2.1 BelanjaPegawai
2.2.2 BelanjaBarangdanJasa
Do) BelanjaHibahBarang
2 e b0 0 | Hibahbarang/jasayangdiser
ahkankepadapihakketiga/
- masyarakat
2.2.2.2 BelanjaBantuanSosial
Barang
2:2.2.2.1 Bantuansosialbarangyangdi
serahkankepada
pihakketiga/masyarakat
2223 Belanjabaranguntukdiserahk
ankepadapihak
ketiga/masyarakatselainhiba
hdanbantuansosial**)
2.2.2.XX Barang/jasaselainhibah
danbantuansosial
2.2.3 BelanjaModal
Jumlah
Surplus/ (Defisit)

*)KhususuntukSKPDyangmelaksanakantugaspemungutanpaj ak.
**)Termasukpenganggaranhadiahyangdiberikanpadakegiatandalamsuatuperlomb
aanataupenghargaanatassuatuprestasi.



II. FORMATLAPORANREALISASIANGGARANPPKD:

PEMERINTAHKABUPATEN MUKOMUKO
LAPORANREALISASIANGGARANPPKD

UNTUKTAHUNYANGBERAKHIRSAMPAIDENGAN31DESEMBER....

AnggaranS Lobik
No Uraian etelahPeru | Realisasi (Kurang)
Urut bahan
1 Pendapatan
1.1 PendapatanAsliDaerah
111 PajakDaerah
1:1.3 HasilPengelolaanKekayaanDaerahyang
dipisahkan
1.1.4 Lain-lainPendapatanAsliDaerahyang
Sah
1.2 DanaPerimbangan
1.2.1 DanaBagiHasil
122511 DanaBagiHasilPajak
1.2.1.2 DanaBagiHasilBukanPajak/
SumberDayaAlam
1.2.2 DanaAlokasiUmum
1.2.3 DanaAlokasiKhusus
1.3 Lain-lainPendapatanDaerahyangSah
1.3.1 PendapatanHibah
1.3.2 DanaDarurat
1.3:3 DanaBagiHasilPajakdariProvinsi
danPemerintahDaerahLainnya
1.3.4 DanaPenyesuaiandanOtonomi
Khusus
1.3.5 BantuanKeuangandariProvinsiatau
PemerintahDaerahlainnya
JumlahPendapatan
2 Belanja
p20 BelanjaTidakLangsung
2.1.:2 BelanjaBunga
2.1.3 Belanjasubsidi
2.1.4 BelanjaHibah
2.1.5 BelanjaBantuanSosial
2.1.6 BelanjaBagiHasil
2.1.7 BelanjaBantuanKeuangan
2.1.8 BelanjaTidakTerduga
JumlahBelanja
SURPLUS/(DEFISIT)
3. PembiayaanDaerah
3.1 PenerimaanPembiayaanDaerah
3.1.1 PenggunaanSiLPA
3.1.2 PencairanDanaCadangan
3.1.3 HasilPenjualanKekayaan
DaerahyangDipisahkan
3.1.4 PenerimaanPinjamanDaerah
3.1.5 PenerimaanKembaliPemberian
Pinjaman
3.1.6 PenerimaanPiutangDaerah
JumlahPenerimaan
3.2 PengeluaranPembiayaanDaerah
3.2.1 PembentukanDanaCadangan
3.2.2 PenyertaanModal(Investasi)
PemerintahDaerah
3.2.3 PembayaranPokokUtang
3.2.4 PemberianPinjamanDaerah
JumlahPengeluaran
PembiayaanNeto
3.3 SisaLebihPembiayaanAnggaran(SILPA)




[I. FORMATKONSOLIDASILAPORANREALISASIANGGARANPEMERINTAHDAERAH

A.KONSOLIDASILAPORANREALISASIANGGARANKEUANGANPEMERINTAHKABUPATEN

MUKOMUKO
No Uraian SATKER1 | SATKER2 | PPKD | Gabungan
1 Pendapatan
2 PendapatanAsliDaerah _
3 Pendapatanpajakdaerah XXX XXX XXX
4 Pendapatanretribusidaerah XXX XXX XXX
S Hasilpengelolaankekayaan
daerahyangdipisahkan X e
6 Lain-lainPADyangsah XXX XXX XXX XXX
7 JumlahPendapatanAsliDaerah XXX XXX XXX
8 Danaperimbangan XXX XXX
9 Lain-lainpendapatanyangsah XXX XXX
10 Jumlahpendapatan XXX XXX XXX XXX
11 Belanja
12 BelanjaTidakLangsung XXX XXX XXX XXX
12.1 BelanjaPegawai XXX XXX XXX
12.2 BelanjaBunga XXX XXX
12.3 Belanjasubsidi XXX XXX
12.4 BelanjaHibah XXX XXX
12.5 BelanjaBantuanSosial XXX XXX
12.6 BelanjaBagiHasil XXX XXX
12.7 BelanjaBantuanKeuangan XXX XXX
12.8 BelanjaTidakTerduga XXX XXX
13 BelanjaLangsung XXX XXX XXX
13.1 Belanjapegawai XXX XXX XXX
13.2 BelanjaBarangdanJasa XXX XXX XXX
13.2.1 BelanjaHibahBarang XXX XXX XXX
13.2.1.1 Hibahbarang/jasayangdise
rahkankepadapihakketiga XXX XXX XXX
/masyarakat
=13.2.2 BelanjaBantuanSosial o XX N
Barang
13.2.2.1 Bantuansosialbarang
yangdiserahkankepadapih XXX XXX XXX
akketiga/masyarakat
13.2.2.2 Belanjabaranguntukdisera
hkankepadapihak
ketiga/masyarakatselainhi XXX XXX XXX
bahdanbantuansosial
*%
)
13.2.3 Barang/jasaselainhibah
danbantuansosial o X X
13.3 Belanjamodal XXX XXX XXX
14 Jumlahbelanja XXX XXX XXX XXX
15 Surplus/defisit XXX XXX XXX XXX
16 Pembiayaandaerah
17 Penerimaanpembiayaan XXX XXX
18 Pengeluaranpembiayaan XXX XXX
19 Pembiayaanneto XXX XXX
20 Sisalebihpembiayaantahun
berkenaan(SILPA) = AR




B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL
BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH

KABUPATEN MUKOMUKO
No Uraian . Gabungan Uraian | Pemda
1 Pendapatan Pendapatan '
2 | Pendupatan Asli Daeral Pendapatan Asli Daerah
3 | Pendapatan pajak davrah XXX P Pepdapatan pajek davrah XXX
4 | Pendapatan etribusi daerah XXX —¥  Pendapatun retribusi daeral) XXX
5 | Husil pengeloaan kekayaan " —p  Husil pengelolaan Kekayaze
- daerah vang dipisahkan e daerah yang dipisahkan o
6 | Lain-lain PAD yang sah \XX —>  Lain-lain PAD vang sah LoXxx
7 | Jumlah Pendapatan Asli Duersh XXX Jumlah Pendapatan Asli Daerah | o
8 | Dana perimbangan XXX TP Dana transter XX
9 | Lain-lain pendapatan yany sah XXX —> Luin-lain pendapatan vang suh 0 x
0 | Jumlah pendupatan XXX Junlah pendapatan | xxx
11| Belanja Belanja
12| Belonjo Tiduk Langsung & Belanju Operssi e
121 BelampPegawai a7 % BelamaPemawai x|
123 Bunga LS Belantja Barang Lo
125 Hbah XXX Bunga ' XXX
12,6 Buntuan Sosial XXX Subsidi XXX
13 | Belanju Langsung, XXX Hibah XXX
| Belunja pegawsi XXX A Bantuan Sosial XXX
Belanju Barang dan Jusy XXX Belanja Modal X
IiHibah  barangfjuse  yang XX
diserahkan  kepada  pihak
ketiga /masvarakal
. JiBantuan sosial barang/jasa X
yartg  diserahkan  Repada
pitak Ketiga/masyarakat
J)Barang/jasa selain 1) dan 2| XX
| Belania modal XXX T
14 | Jumlah belanja XXX Junilh belanja XXX
15 | Surplus / defisit XAX Sutpluy / defisit XXX
16 | Pembiavaan daerah Penbiavian dierah
17 | Penerimazn pembiayain XXX — Penerimaan pembiayean XXX
18 | Pengeluaran pembiavaan XXX — Pengeluaran penibiavaan XXX
19 Penibiavaan nete XXX Penibiavaan nelo XXX
20 | Sisa lebih prmbiavaan tahun XXX Sisa lebih pembinyaan tahun Lo
berkenais (SILPA berkenaan (SILPA]

ICHWAN YUNUS



